eningkatnya pe-

langgaran di-

siplin pegawai
negeri sipil di Kabupaten
Malang hingga melebihi 100
persen (Kompas Jawa Timur,
16/8) sebenarnya bukan sua-
tu fenomena baru untuk di-
ungkap dan dikritik. Berbagai
temuan fakta seperti kasus

. tersebut banyak terjadi di

berbagai instansi di seluruh
Jatim.

Banyak faktor yang menjadi pe-
micu terjadinya pelanggaran di-
siplin, baik internal maupun eks-
ternal. Secara internal, kode etik
belum mengakar dalam benak
PNS sehingga status PNS hanya
menjadi ajang mencari prestise
dan bukan prestasi kerja. Belum
adanya parameter waktu yang je-
las, tegas, dan terukur dari pimpin-
an, khususnya mengenai kinerja
PNS dengan target kerjanya,
memberikan peluang kepada PNS

‘untuk menunda pekerjaannya.

Hal lain adalah tidak adanya ra-
sionalisasi antara jumlah PNS de-
ngan beban dan jumlah pekerjaan.
Akibatnya, dalam satu instansi
terdapat banyak orang untuk pe-
kerjaan yang sebenarnya sedikit.
Akibatnya, PNS memanfaatkan
waktu di luar kantor.

Hal ini diperparah belum mak-
simalnya peran badan pengawas
(bawas) dan satuan polisi pamong
praja (satpol PP). Tidak ada kreati-
vitas ide dan strategi dari bawas
dan satpol PP guna meminimal-
kan atau bahkan menghilangkan

~+pelanggaran- dxstphrryang ditaku-

kan PNS. Selain itu, secara psiko-
logis juga ada faktor kejenuhan
yang dialami PNS akibat rutinitas
kerja.

Secara eksternal, banyak sekali
godaan yang merangsang PNS un-

| tuk memanfaatkan waktu pada

jam kantor, misalnya faktor dekat-
nya kantor dengan pusat perbe-
lanjaan. Jika rumah PNS jauh dari
pusat perbelanjaan, jam kantor
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akan mereka manfaatkan untuk
berbelanja. Hal lain adalah PNS
memiliki kerja sampingan di luar
kantor, baik bisnis maupun kepen-
tingan lainnya.

Untuk menyikapi peningkatan
pelanggaran disiplin kerja di ka-
langan PNS, banyak hal harus sege-
ra dilakukan pemerintah kabupa-
ten/kota dan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Jatim. Pertama, adanya

komitmen sungguh-sungguh un-
tuk menegakkan kode etik PNS se-

mratranspamn,obvekuf,danudak
diskriminatif. Hal ini untuk mem-
berikan efek jera bagi pelanggar se-

hingga jumlahnya bisa ditekan,
bahkan dieliminasi. Kedua, perlu

ada keteladanan dari para pemim-
pin lembaga pemerintahan, baik
pemprov maupun pemkab/pem-
kot di Jatim. Hal ini secara psikolo-
gis akan berdampak bagi tercipta-
nyaenergi kedisiplinan kolektif, se-
lain menjadi stabilisator dalam
efektivitas pelayanan publik.

Ketiga, sudah saatnya semua
unsur pemerintahan di Jatim me-
nerapkan perbzikan manajemen
kinerja atau yang lebih dikenal de-
ngan istilah performance agree-
ment (format penetapan kerja) se-
perti ditetapkan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara.
Dalam hal ini diperlukan keber-
anian untuk mengubah sistem pe-
nilaian kinerja PNS dari menggu-
nakan daftar penilaian pelaksana-
an pekerjaan menjadi laporan
akuntabilitas kinerja instansi pe-
merintah dengan membuat stan-
dar kinerja individual, seperti
yang diusulkan Kepala Badan Ke-
pegawaian Negara di Semarang
Prapto Hadi (Kompas, 8/8).

Keempat, perlu ada reorientasi
visi dan misi PNS sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
sebagai aparatur pemerintahan
dengan semangat jiwa “pamong
praj a” (pelayan rakyat) dan bukan

"pangreh praja” (penguasa rak-
yat). Kelima, setiap PNS diberi
tanggung jawab dan kepercayaan
terhadap tupoksi-nya (semacam
kontrak kerja), namun harus dibe-
bani target pencapaian kerja da-
lam jangka waktu dibatasi sehing-
ga PNS tidak ada waktu melaku-
kankegiatan lain padajam kantor.

Keenam, pimpinan lembaga pe-
merintahan di berbagai jenjang
perlu memikirkan adanya aktivi-
tas dalam area kantor saat jam-
jam tertentu untuk mengurangi
ketegangan psikologis yang diala-
mi PNS. Dengan demikian, tenaga,
pikiran, maupun kinerja para PNS
yang melesu bisa kembali baik dan
siap setiap saat untuk melayani
publik.

Ketujuh, sudah saatnya pem-
prov dan pemkab/pemkot se-Ja-
tim merumuskan bersama visi,
misi, dan strategi yang lebih efektif
serta efisien untuk mengoptimal-
kan peran dan fungsi lembaga se-
macam bawas dan satpol PP atau

— lainnya. Dengan demikian, bawas

maupun satpol PP tidak hanya
menjadi “macan sipil” yang hanya
menunggu bola, namun bersikap
menjemput bola dalam menertib-
kan pelanggaran.
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